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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang strategi Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM dalam penyelenggaraan 

pelatihan kepemimpinan pengawas bagi pejabat pengawas di lingkungan 

Kementerian Hukum dan HAM RI, maka kesimpulan yang didapatkan antara lain 

sebagai berikut : 

 
 

1. Ditinjau dari aspek physical assets, sarana dan prasarana yang ada pada 

BPSDM Hukum dan HAM hanya mampu mengakomodir 3-5 angkatan PKP per/ 

tahun nya. Disisi lain, tiga satuan kerja (Balai Diklat Jawa Tengah, Sulawesi 

Utara Dan Kepulauan Riau) yang ada dibawah BPSDM Hukum dan HAM 

hingga saat ini belum pernah dijadikan tempat untuk penyelenggaraan PKP 

dikarenakan sarana dan prasarana yang belum memadai dan belum 

terakreditasi.  
 

 

2. Aspek financial assets merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap 

penyelenggaraan PKP. Hal ini terbukti karena anggaran yang terbatas maka 

pelaksanaan PKP hanya mampu mengakomodir 3-5 angkatan saja per/tahun 

nya. Saat situasi pandemi covid-19 PKP dilaksanakan dengan metode full 

distance learning yang tidak membutuhkan anggaran yang banyak dan telah 

mengikutsertakan sebanyak tujuh angkatan sekaligus dengan total 280 orang. 

Demi efisiensi anggaran, maka kebutuhan 1.688 orang tidak dapat 

dilaksanakan terpusat di BPSDM Hukum dan HAM saja, melainkan perlu 

adanya kerjasama dengan lembaga pelatihan di daerah untuk menekan biaya 

transport peserta PKP. Berkaitan dengan hal tersebut, data calon peserta PKP 

seluruh Indonesia yang akan diikutsertakan PKP harus valid karena akan 

berkaitan dengan mekanisme perencanaan anggaran. 

 

3. Jika dilihat dari aspek human assets dalam pelaksanaan PKP berkaitan dengan 

kepesertaan dan tenaga pelatihan. Berdasarkan hasil penelitian, jumlah 

kebutuhan pejabat pengawas yang dapat diikutsertakan dalam PKP sejumlah 

1.688 orang, jumlah tersebut seluruhnya adalah pejabat pengawas yang telah 
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duduk namun belum mengikuti PKP dari berbagai satuan kerja di seluruh 

Indonesia. Sedangkan berkaitan dengan tenaga pelatihan, untuk percepatan 

penyelenggaraan dengan jumlah yang sangat banyak, tentunya tenaga 

pelatihan juga tidak akan tersedia jika PKP terpusat hanya di BPSDM Hukum 

dan HAM saja, maka dari itu dibutuhkan lembaga pelatihan yang terakreditasi 

yang mampu menyediakan tempat sekaligus tenaga pelatihan yang mumpuni.  

 

4. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan PKP, intangible assets atau aset 

yang tidak berwujud ini sangat berkaitan dengan mekanisme perencanaan 

BPSDM Hukum dan HAM dalam menyelenggarakan PKP. Dari hasil penelitian 

didapatkan informasi yang kuat dari para informan bahwa PKP merupakan hal 

yang penting sebagai bekal bagi pejabat pengawas dalam melaksanakan tugas 

dan fungsinya sehari-hari. Dalam menyelesaikan kebutuhan PKP saat ini, tidak 

hanya membutuhkan perencanaan saja namun juga strategi. Dukungan dari 

LAN selaku instansi pembina, Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI, Balai 

Diklat dibawah BPSDM Hukum dan HAM, maupun lembaga pelatihan disetiap 

provinsi sangat dibutuhkan dalam penyusunan strategi penyelesaian 

kebutuhan PKP yang tinggi, sehingga akhirnya akan tersusun mekanisme 

perencanaan serta strategi yang matang dan dapat diimplementasikan dengan 

baik. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan serta hasil penelitian strategi Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM dalam penyelenggaraan 

pelatihan kepemimpinan pengawas bagi pejabat pengawas di lingkungan 

Kementerian Hukum dan HAM RI, berikut ini beberapa saran yang dapat 

diimplementasikan, diantaranya : 

 

1. Agar BPSDM Hukum dan HAM berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal 

terkait kepastian jumlah peserta serta melakukan pemetaan pejabat pengawas 

yang akan diikutsertakan sebagai peserta PKP di seluruh Indonesia pada setiap 

provinsi untuk kemudian menyusun mekanisme perencanaan penyelenggaraan 

PKP, terutama perihal penambahan anggaran dari Direktorat penghasil PNBP 

serta lokasi pelaksanaan PKP. Dalam hal ini agar BPSDM Hukum dan HAM 
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melakukan rapat secara berkala bersama stakeholder terkait terutama bersama 

Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. 

 

2. Agar BPSDM Hukum dan HAM segera memastikan pejabat pengawas di 

lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI yang tidak masuk dalam daftar 

cela terkait kesediaan nya dalam mengikuti PKP. Hal tersebut membutuhkan 

koordinasi bersama kantor wilayah dari masing-masing satuan kerja sebagai 

perpanjangan tangan dari BPSDM Hukum dan HAM dalam melakukan 

koordinasi. 

 

3. Agar BPSDM Hukum dan HAM segera mengikutsertakan Balai Diklat Jawa 

Tengah, Balai Diklat Sulawesi Utara dan Balai Diklat Kepulauan Riau untuk 

berpartisipasi aktif membantu dalam melakukan koordinasi dengan lembaga 

pelatihan/BPSDM daerah yang telah terakreditasi di setiap provinsi dalam 

rangka memastikan kesediaan lembaga pelatihan daerah sebagai lokasi 

penyelenggaraan PKP berikut dengan mekanisme penyelenggaraan nya. Lebih 

lanjut membuat jadwal rapat koordinasi bersama lembaga pelatihan daerah 

yang terakreditasi untuk kemudian dibuatkan MoU kerjasama sehingga dapat 

diselesaikan pada bulan agustus 2023. Tahapan selanjutnya agar BPSDM 

Hukum dan HAM dapat menetapkan lokasi masing-masing peserta PKP serta 

melakukan pemanggilan peserta sesuai dengan pemetaan yang telah 

ditetapkan sehingga 1.688 kebutuhan PKP dapat diselesaikan di tahun 2023. 

 

4. Agar BPSDM Hukum dan HAM meminta dukungan dari Lembaga Administrasi 

Negara sebagai Instansi Pembina dengan mengirimkan surat permintaan 

dukungan yang ditujuan kepada Kepala Lembaga Administrasi Negara dan 

Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN untuk mendukung 

percepatan penyelenggaraan PKP dengan kebutuhan yang sangat tinggi saat 

ini. Dukungan tersebut sangat dibutuhkan mengingat LAN merupakan instansi 

pembina bagi lembaga pelatihan di seluruh Indonesia, sehingga dengan 

adanya dukungan tersebut akan memaksimalkan koordinasi kerjasama antara 

BPSDM Hukum dan HAM dengan lembaga pelatihan di setiap daerah yang 

terakreditasi. 
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Kepemimpinan; 

d. Keputusan Kepala LAN Nomor 1005/K.1/PDP.07/2019 Tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Pelatihan Kepemimpinan Pengawas; 

e. Keputusan Kepala LAN Nomor 1006/K.1/PDP.07/2019 Tentang Kurikulum Pelatihan 

Kepemimpinan Pengawas; 

f. Keputusan LAN Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kurikulum Pelatihan Struktural Kepemimpinan; 

g. Keputusan LAN Nomor 2 Tahun 2023 Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural 

Kepemimpinan; 

h. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM nomor SEK-KP.06.01-429 tanggal 17 

Mei 2022 perihal Penyampaian Rencana Pengembangan Kompetensi di Lingkungan 

Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023; 

2. Sehubungan dengan rujukan di atas, bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai 

berikut: 

a. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi manajerial melalui jalur 

pelatihan kepemimpinan bagi pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia maka pada tahun anggaran 2023, BPSDM Hukum dan HAM akan menyelenggarakan 

Pelatihan Kepemimpinan sebagai berikut: 

NO. JENIS PELATIHAN ANGKATAN 
RENCANA JADWAL 

PELAKSANAAN 

1 
Pelatihan Kepemimpinan 
Nasional Tingkat II 

Angkatan I (60 orang) 
23 Mei 2023 - 29 September 

2023 

 

 

http://bpsdm.kemenkumham.go.id/


 

 

-2- 

 

2 Pelatihan Kepemimpinan 

Administrator 

Angkatan I (40 orang) 5 April s.d. 24 Agustus 2023 

Angkatan II (40 orang) 30 Mei s.d. 6 Oktober 2023 

3 

 

Pelatihan Kepemimpinan 

Pengawas 

Angkatan I (40 orang) 20 Februari s.d. 23 Juni 2023 

Angkatan II (40 orang) 13 Maret s.d. 14 Juli 2023 

Angkatan III (40 orang) 27 April s.d. 1 September 2023 

b. Berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM nomor SEK-KP.06.01-

429 tanggal 17 Mei 2022 perihal Penyampaian Rencana Pengembangan Kompetensi di 

Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 bahwa terdapat kebutuhan PKP 

(Pelatihan Kepemimpinan Pengawas) tahun 2023 sejumlah 1.447 pegawai; 

c. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2023 telah diadakan rapat Pembahasan Kegiatan Tahun 

Anggaran 2023 Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia bersama Biro 

Kepegawaian, dengan informasi bahwa kebutuhan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas 

meningkat menjadi 2.062 orang; 

d. Mempertimbangkan angka 2 huruf b dan c, BPSDM Hukum dan HAM merencanakan 

menambah angkatan untuk penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas yaitu : 

NO. PELATIHAN METODE JUMLAH 
ANGKATAN 

WAKTU 
PENYELENGGARAAN 

TEMPAT 
PENYELENG

GARAAN 

KET. 

1 Pelatihan 
Kepemimpinan 
Pengawas 

Blended 
Learning 

2 Angkatan • Akt. I : 12 Juni s.d. 
13 Oktober 2023 

• Akt. II : 17 Juli s.d. 
17 November 2023 

BPSDM 
Hukum dan 

HAM 

 

2 2 Angkatan • Akt. I : 19 Juni s.d. 
19 Oktober 2023 

• Akt. II : 26 Juli s.d. 
22 November 2023 

Balai Diklat 
Hukum dan 
HAM Jawa 

Tengah 

BPSDM 
Hukum dan 
HAM selaku 

penjamin 
mutu 

pelatihan 

Sehubungan hal tersebut, mohon kiranya fasilitasi dukungan anggaran dari unit penghasil 

PNBP dalam pelaksanaan kegiatan pada angka 2 huruf d. Demi efisiensi dan efektifitas 

pelaksanaan kegiatan besar harapan kami mekanisme dukungan anggaran dapat dilakukan melalui 

perpindahan anggaran dari DIPA unit penghasil PNBP ke DIPA BPSDM Hukum dan HAM.  

Atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih. 

 

            Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

       Hukum dan Hak Asasi Manusia, 

 

 

 

Asep Kurnia 

NIP 196611191986031001 

 

Tembusan : 

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; 
2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; 
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 
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Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan 
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Nomor : SEK-KP.06.01-179                                                                              24 Maret 2023 
Sifat : Segera 
Hal : Penambahan Pelaksanaan Pelatihan PKA dan PKP Tahun 2023 
 

 

 
Yth. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM 
di tempat 

 
1. Rujukan 

a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4916); 

b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 6477); 

d. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32); 

e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Manajemen 

Karier Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101); 

f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365); 

g. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan 

Pelatihan Struktural Kepemimpinan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2022 

Nomor 324) sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan Lembaga Administrasi Negara 

Nomor 6 Tahun 2022 tentang  Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara 

Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan (Berita 

Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2022 Nomor 566). 

 

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Saudara hal-

hal sebagai berikut:  

a. bahwa Sekretariat Jenderal telah melakukan perencanaan kebutuhan pengembangan 

kompetensi dibidang Pelatihan Kepemimpinan dan dibutuhkan penambahan pelatihan 

sebagai berikut: 

1) Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) :    170 orang 

2) Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)  : 1.984 orang 

http://www.kemenkumham.go.id/


b. bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia 

 bertanggung jawab dalam hal pelaksanaan pengembangan kompetensi. 

 

3. Berkaitan dengan hal tersebut, agar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum 

dan Hak Asasi Manusia segera melakukan Refocusing Anggaran serta mengunakan cara 

efektif dan efisien melaksanakan giat tersebut. 

 

Demikian untuk menjadi periksa. 
 

Sekretaris Jenderal, 

 

 
Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H. 

 

 

Tembusan: 
1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; 
2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; 
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 
4. Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal. 











KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA 

SEKRETARIAT JENDERAL 
Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan (KotakPos 46) 

Telepon (021) 5253004 
Laman : www.kemenkumham.go.id 

 

 
Nomor : SEK.2.KP.08.01-207                                                                              13 Juni 2023 
Sifat  : Segera 
Lampiran : 1 (satu) berkas 
Hal  : Rekapitulasi Data Peserta PKP dan PKA TA. 2023

Yth. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM 
u.p. Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan 

di  tempat 
 

 

1.   Rujukan 

a. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penjatuhan 

Hukuman Disiplin dan Pemberhentian di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM; 

b. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang 

Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2019 Tentang 

Pelatihan Kepemimpinan Pengawas; 

c. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM nomor SEK2.KP.06.01-82 tanggal 06 

Februari 2023 hal Penyampaian calon Peserta PKA dan PKP Tahun 2023; 

d. Surat Sekretais Jenderal Nomor: SEK.2-KP.06.03-278 Tanggal 02 Juni  2023 Hal Usulan Calon 

Peserta PKP Tahun 2023; 

e. Surat  Kepala  Pusat  Pengembangan Pelatihan Teknis  dan Kepemimpinan  Nomor:  SDM.2- 

SM.01.03-523 tanggal 5 Juni 2023 perihal Permintaan Usulan Peserta Pelatihan Struktural 

Kepemimpinan; 

f.  Surat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Nomor SDM.2- 

SM.01.03-557 tanggal 09 Juni 2023 hal Permintaan Usulan Peserta Pelatihan Struktural 

Kepemimpinan untuk pelaksanaan pelatihan pada Bulan Juni. 

2 .   Berdasarkan rujukan diatas, bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut: 

a. Bahwa Sekretariat Jenderal telah mengirimkan usulan Kebutuhan Pelatihan Kepemimpinan 

Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, sebagai berikut:  

PKA : 213 dan PKP : 1.997 

b. Bahwa telah dilakukan validasi kebutuhan pelatihan kepemimpinan dengan memperhatikan 

Batas Usia Pensiun (BUP), perpindahan jabatan, status pegawai (wafat) dan lain-lain, dengan 

data sebagai berikut: 
 

No Keterangan Jumlah 

1 Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) 
 Jumlah Usulan Kebutuhan PKA 213 
 BUP 3 
 Wafat 1 
 Hukuman Disiplin 1 
 Pindah Jabatan 2 
 Koordinator masih dalam jabatan JF Muda 7 
 Sudah Diklat PKA 1 
 PKA Angkatan 72 40 
 Usulan PKA menjadi 158 
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No Keterangan Jumlah 

2 Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) 
 Jumlah Usulan Kebutuhan PKP 1.997 
 BUP 21 
 Pindah Instansi 2 
 Wafat 11 
 Pemberhentian 7 
 Pindah Jabatan 34 
 Diperbantukan 1 
 Hukuman Disiplin 3 
 Diusulkan PKP Angkatan CCII, CCIII dan CCIV 120 
 Diusulkan PKP sesuai surat Kepala BPSDM Hukum dan HAM 

Nomor SDM.2-SM.01.01-475 tanggal 26 Mei 2023 

68 

 Usulan PKP menjadi 1.706 
 

c. Bahwa rincian perubahan data peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pengawas 

dapat diakses melalui tautan https://bit.ly/perubahandatapkapkp2023. 

d. Bahwa pejabat/pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat tidak 

dapat diusulkan atau diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan. 

3. Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan bahwa data Peserta Pelatihan Kepemimpinan 

Administrator (PKA) dan Pengawas (PKP) TA. 2023, sedang dalam proses pengecekan profiling 

data cela pegawai pada Inspektorat Jenderal. 
 

Demikian untuk maklum. 
 

 

   a.n. Sekretaris Jenderal 
Kepala Biro Kepegawaian, 

 
 

Sudjonggo 
NIP 196311241988111001 

 

 
 

Tembusan: 
1.  Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (sebagai laporan); 
2.  Inspektur Jenderal Kementrerian Hukum dan HAM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
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Nomor : SEK.2.KP.06.02-320                                                                 23 Juni 2023 
Sifat : Segera 
Lampiran : - 
Hal  : Penyampaian Calon Peserta PKA dan PKP Tahun 2023 
    a.n. Tubagus Erif Faturahman, dkk 
 

Yth. Kepala BPSDM Hukum dan HAM; 

u.p. Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan 

BPSDM Hukum dan HAM. 
di tempat 

 
 

1. Rujukan 

a. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penjatuhan 

Hukuman Disiplin dan Pemberhentian di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM; 

b. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang 

Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2019 Tentang 

Pelatihan Kepemimpinan Pengawas; 

c. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM nomor SEK2.KP.06.01-82 tanggal 06 

Februari 2023 hal Penyampaian calon Peserta PKA dan PKP Tahun 2023; 

d. Surat Sekretais Jenderal Nomor: SEK.2-KP.06.03-278 Tanggal 02 Juni  2023 Hal Usulan Calon 

Peserta PKP Tahun 2023; 

e. surat Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan Nomor: SDM.2-

SM.01.03-523 tanggal 5 Juni 2023 perihal Permintaan Usulan Peserta Pelatihan Struktural 

Kepemimpinan; 

f. Surat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Nomor SDM.2-

SM.01.03-557 tanggal 09 Juni 2023 hal Permintaan Usulan Peserta Pelatihan Struktural 

Kepemimpinan untuk pelaksanaan pelatihan pada Bulan Juni; 

g. Surat Sekretariat Jenderal Nomor SEK.2.KP.08.03-206 tanggal 13 Juni 2023 hal Permohonan 

Data Catatan Cela Calon Peserta PKA dan PKP Tahun 2023; 

h. Surat Inspektur Jenderal Nomor ITJ.1-PW.07.03-270 tanggal 23 Juni 2023 hal Penyampaian 

Data Hasil Pengecekan Catatan Cela Pegawai. 

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan hal- hal sebagai 

berikut: 

a. Bahwa BPSDM Hukum dan HAM akan menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan 

Administrator (PKA) dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Tahun 2023 dengan pola 

kerjasama di Lembaga Pelatihan Kementerian/Lembaga dan BPSDMD; 

http://www.kemenkumham.go.id/


 
 

 

 

 

 

 

b. Bahwa Sekretariat Jenderal telah berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal untuk profiling 

calon peserta pelatihan dimaksud; 

c. Bahwa data peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pengawas dapat diakses 

melalui tautan https://bit.ly/datapkapkpall2023. 

3. Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan daftar usulan calon peserta Pelatihan 

Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Tahun 2023 

sebagaimana terlampir, apabila terdapat perubahan dari daftar usulan calon peserta PKA dan 

PKP, agar berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal. 

Demikian untuk maklum 

 
 
 

   a.n. Sekretaris Jenderal 
Kepala Biro Kepegawaian, 

 

  

 

Sudjonggo 
NIP 196311241988111001 

 
 

Tembusan: 

Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. 

https://bit.ly/datapkapkpall2023

